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Perjudian merupakan tindak pidana pertaruhan sejumlah uang dengan cara
memainkan suatu permainan bersifat taruhan itu atau dengan kata lain adu
nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang
turut main. Tindak pidana perjudian pada Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 2392 K/Pid.Sus/2020, dimana pelaku merupakan orang
yang menyediakan tempat perjudian kepada masyarakat. Bahwa
perbuatannya tersebut juga memanfaatkan kemajuan teknologi dengan
mengedapankan jejaring internet.

Penelitian ini menggunakan peneltian yuridis normatif, dimana data yang
diperoleh melalui analisa Putusan MARI Nomor: 2392 K/Pid.Sus/2020 dan
Undang-undang mengenai tindak pidana perjudian online.

Pemidanaan dalam kasus perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan
Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan dalam rumusan UU Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan
Transaksi Elektronik, juga mengatur tentang tindak pidana pejudian.
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berjudi online masih
melemah dan tidak sesuai dengan undang-undang. Penegakan hukum
terhadap pelaku Judi online belum juga menimbulkan efek jera, dikarenakan
minimnya sanksi pidana yg diberikan terhadap pelaku, sebagaimana dalam
Putusan MARI Nomor: 2392 K/Pid.Sus/2020. Bahwa Putusan MARI Nomor:
2392 K/Pid.Sus/2020 hanya memberikan hukuman yang ringan dan tidak
memberikan efek jera kepada para pelaku, sehingga menimbulkan keraguan
dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Kesimpulan: Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 27 Ayat (2)
jo Pasal 45 UU ITE. Penerapan hukum terhadap pelaku Judi online belum juga
menimbulkan efek jera, dikarenakan minimnya sanksi pidana yg diberikan
terhadap pelaku. Bahwa dalam Putusan MARI Nomor: 2392 K/Pid.Sus/2020
tidak memperhatikan akibat dari kesalahan pelaku dalam pelanggaran UU ITE
dalam melakukan tindak pidana perjudian.
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